
GUBERNUR LAMPUNG 

KEPllTUSAN GUBERNUR LAl\lPUNG
 
NOl\lOR: G / 730 / B.III / HK / 2011
 

TENTANG
 

EVALUASI
 
R,\.NCANGAN PERATllRAN DAER,\.H KABUPATEN MESlJ.JI
 

TE]\'TANG BEA PEROLEHAI\' HAK ATAS TANAH DAN BANGl'NA~
 

GUBERNUR LAMPUNG, 

:vknimbang a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah Dan Bangunan telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 
18C) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200..J tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dcngan Undang-Undang Nornor 

12 Tahun 2008 clan Pasal 1.57 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: 

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut eli atas. peril! menetapkan 
Keputusan Gubernur Lampung tentung Evaluasi Rancangan Peraturun Daerah 
Kabupaten Mesuji tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan: 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nornor I..J- Tahun 196..J- tentang Pernbentukan Daerah Tingkat I 
Larnpung: 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20U..J- teniang Pernerintahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan L'ndang-Undang "l\!11(\r 

12 Tahun 2008: 

3.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah: 

..J-.	 Undang-Undang 1\omor 12 Tahun 20 II tentang Pernbentukan Peraiuran 
Perundang-undaugan: 

.5.	 Peraturan Pernerintah Nemer 79 Tahun 200.5 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: 

6.	 Per.ituran Pemeriniah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian Urusan 
Pemerintahan antura Pemerintah. Pemerintahan Daerah Prov insi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten. Kota: 

7.	 Per.ituran Pemerint.ih N011101' 19 Tahun 2010 tentang Tara Cara Pelaksanaun 
Tug:as Jan Wewen.mg Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil 
Pernerintah di Vv'ilayah Provinsi sebagaimana telah cliubah dengan Pcraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011: 

8.	 Peraturan Menteri Dalam 0!egeri Nomor 53 Tahun 2007 tentaug Pengawasan 
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah: 

t\lenpe1'halikan	 Surat Menteri Keuangan Nomor : S-8..J-7,t\IK,7/20Il tanggal 18 NO\'Cl11be1' 2011 hal 
Basil Evaluasi Raperda Kabupaten Mesuji tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
Dan Bangunan. 



VIEMUTUSKAN:
 

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNlJR TENTANG EVALUASI RANCANGAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TENTANG BEA 
PEROLEHAN HAKATAS TANAH DAN BANGUNAN. 

KESATU Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana tercantum pada Lampiran 
Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA Bupati Mesuji dan DPRD Kabupaten Mesuji segera melakukan penyempurnaan dan 
penyesiaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil 
evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu. 

KETIGA Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil 
evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan 
Daerah. dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil 
evaluasi. dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

KEEMPAT Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada 
Menteri Keuangan dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah 
ditetapkan. 

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila 
dikernudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan 
pembetulan sebagaimana mestinya. 

GUBER 

Tembusan : 
l. Menteri Dalam Negeri di Jakarta: 
-, Menteri Keuangan di Jakarta: 
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetuug; 
40 Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung di Bandar Lampung: 
50 Ketua DPRD Kabupaten Mesuji di Mesuji. 
60 Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung, 
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : f /::/7:>D/~ hl/ \-\~/ ~ 
TANGGAL 
----

: ~u. . 

HASIL EVALUASI 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI 

TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

\2' ~ 

-~--------

I No Materi Raperda Rumusan Raperda 
2 --+--

3 

Konsideran sah'Na pajak da€rahm@rwpal<an satbi SblRlSersatbi SblRlSer
Menimbang 

c. ak da€fahm@rwpal<an salahsalah
jOOfldapatan €laorah Yafi9=P~ 

polal<sanaan pem@rintahan daorah €IalaRl 
melaksanakan ~;ryanan rnasyaral<at sorta 

~luul'\.UF1 I\GHtHoo-man pornefintah daOFah.ffi €WtI' 

2 1 Dasar hukum ---+1-8-.-Und 
Mengingat Pem 

(Le 
Tam 
Nom 

11. Und 
Pem 
Indo 
Lem 

14. Per 
Pela 
tent 
Rep 
Lem 

L_J__.__ 

mg-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
bentukan Peraturan Perundang-undangan 
ibaran Negara Republik Indonesia Nomor 53. 
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
or 4381); 

. --

mg-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 


erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan 
oaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

turan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
<sanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
ng Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
iblik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan 
oaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 

Rumusan Penyempurnaan 
4 

~------

-

Keteranga n 
-

5 

-

Disempurnakan dengan 
menghilangkan huruf c 

8.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

11.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
---

tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4844); 

Disempurnakan 
adanya perubahan 

Disempurnakan 
adanya perubahan 

Disempurnakan 
adanya perubahan 

dengan 

dengan 

dengan 

~01 0 Nornor 90, Tarnbahan l.embaran Negara. j 
_._I3~p~_blik Ind0riesiaNon-lor5145);_ 



- -----
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17 Peraturan Pemerintah Nom-or 38 Tahun 2007 te-ntang-117.- Peraturan Pemerintah-Nomor 38 -Tahun 2007 Disernpurnak an 
1	 . Pembagian Urusan Pemerintahn antara Pemerintah. ' tentang Pernbagian Urusan Pemenntahan antara 

Pemenntah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Pemenntah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Pemenntahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Indonesia Tahun 2007 Nornor 82, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nemer 82, 
Negara Republik Indonesia Nornor 4737), I Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia 

N0--"'1 0 I' _4 737); 
----, ------

Disempurnakan dengan 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

18. Peraturan Menten Dalam Negen Nornor 13 Tahun 18, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan adanya perubah an 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
Menteri Dalam Negeri Nemer 59 Tahun 2007; terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 
Angka 19 dihilangkan 

+992 tontang 80nttlk Poratwran Da@Fah dan 
Perattlfan Daerah P@Fl-JbaJ:ia4¥, 

19. Kop~Mont€ri -8alam NegOFi ~JomoH4 Tahwn ' 

----------111---- --	 -----------il--- ------ -+------
Peraturan Pemerintah Nornor 91 Tahun 2010 tentang Pad a ketentuan menqmqat 
Jenis Pajak yang Dibayar Berdasarkan Penetapan ditambah 2 (dua) angka 
Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak yang mengatur PP No 91 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Tahun 2010dan PMK No. 
Nornor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 147/PMK.07/201 e. 
Indonesia Nomor 5179) 
Peraturan Menten Keuangan Nornor 147/PMK07/2010 
tentang 
Badan atau Pervvakilan Lembaga Internasional yang 

I Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak. Atas Tana~ dan I 
I ~-angunan (Berita Negara Repubhk lndonesra I""I 

2010 Nornor 414). 
3 Diktum Menetapkan PERATURAN DAERAH KAEHJPI\TIit'J Menetstpkan PERATURAN DAERAH TENTANG I Disempurnakan
 

Menetapkan
 ME5UJ~TENTANG SEA :	 SEA PEROLEHAN HAK AlAS IPEROLEHAN 
~ I HAK ATAS !A~~H DAN BANGUNAN. I TANAH DAN B~NGUNAN. I _ ,---1 

4 UClsal penqenaan, tsAts III	 BAB III I Judul bab disernpurnakanI 
tarif, dan cara DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA
 

____ ~ peng!!itu~gan pal~~__ PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN PAJAK
 
Pasal 6 Pasal 6 

Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara (1) Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan 
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam 
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak 
dalam Pasal 4 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)I 

Objek Pajak Tidak Kena Pajak sehaqaimana rlimnksllrl I sptFd8h dikt iranqi Nilai Pernlphi1n nhjek Paji1k Tidak 
I dalarn Pasa! 4 ayat (4) atau ayat (5). Kena Pajak sebagaimana dirnaksud dalam Pas31 4 

___L____ _ ayat (7) atau ayat (8). 
L __~ ~_ 

Ditambah 1 (satu) ayat 
yang mengatur 
perhitungan besaran pokok 
BPHTB yang tidak 
diketahui NPOP atau lebih 
renrlah ri;:lri NJ:iP Yi1nO 
diqunakan dalarn 
pengenaan Pajak Burru 
dan Bangunan. 



----

j (2) 

5 I Penetapan BAB VII 
PENETAPAN, TATA CARA PEMBAYARAN DAN 

PENELITIAN 

I-  Pasal12 
·1 (1)	 Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang I (1) 

dengan tidak mendasarkan pada adanya SKPO. (2) 
(2)	 Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan dengan menggunakan SSPO. 
(3)	 SSPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga 

merupakan SPTPO. 
(4)	 SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan kepada Kepala Oaerah atau Pejabat 
yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakukan 
peneli!ian . . .r-- - Pasal 13 I 

(1)	 Pernbayaran pajak yang ieruiang harus diiakukan I (1) 
sekaligus atau lunas. 

(2)	 Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas 
Daerah, Bendahara Penerima Oispenda dan atau 
tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Oaerah. (2) 

(3)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, ukuran, (3) 
tata cara pembayaran dan penyempaian SSPD serta 
penelitian SSPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 ayat (2) dan ayat 94) ditetapkan dengan Peraturan 
Kepala Oaerah. 

(4) 

I	 (5)
I 

.._L . 

Oalam hal NllalPerolehan Pajaksebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a s.d huruf n 
tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP 
yang digunakan dalam pengenaan PSS pada 
tingkat terjadinya perolehan maka besaran pokok 
BPHTS yang terutang drhrtunq dengan cara 
mengalikan tarif sebaqarrnana dimaksud dalam 
Pasal 5 dengan NJOP PBS setelah dikurangi NPOP 
tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal4 aE!J7) atau ayat (8). 

BABVII 
PENETAPAN 

Pasal12 

Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. 
Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang 
terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau 
dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Pasal13 
Vv'ajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan 
sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
dibayar dengan berdasarkan SPTPO, SKPDKB 
dan/atau SKPOKST. 
Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPO. 
SPTPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
diisi dengan jelas, benar, lengkap dan 
ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya 
serta disampaikan kepada dinas yang berwenang 
selambat-Iambatnya setelah berakhirnya 
masa pajak. 
SPTPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digunakan untuk menghitung membayar dan 
melaporkan sendiri paiak yang terutang 
Tat8 cara penerbitan SPTPO, SKPDKB, dan 
SKPOKBT sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan E3upati 

3 

I 

Pasal 12 dan Pasal 13 
disempurnakan 

I 



4 

r-- Penambahan bab dan 
TAT A CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN 

BAB VIII 
pasal baru yang mengatur 
tata	 cara pembayaran danPasal 14 
penagihan, urutan bab dan 

pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang 
(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo 

pasal lain rnenyesuaikan 
paling lama 30 (tiga puluh) han kerja setelah saat 
terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan 
sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. 

(2)	 SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat 
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
Keberatan, dan Putusan Banding, yang 
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar 
bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan 
harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 
(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. 

(3)	 Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah 
rnemenuhi persyaratan yang ditentukan dapat 
memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk 
mengangsur atau menunda pembayaran pajak, 
dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan. 

(4)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, 
~ngsura~, da,n pen~nda~n pembayaran pajak diatur I I 

aengan r-eraturan tjupatl._~~r----------------JPasal15	 I 
(1)	 Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, 

SKPDKB,SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan 
Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar 
oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih 
dengan Surat Paksa. 

(2)	 Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan 
berdasarkan p~~aturan perundang-undangan. 
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Pasal14 -- --- ---PasaI16 Pasal-14 disernpurnakan I 

(1)	 Dalam janqka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat dan diubah menjadi Pasal 
terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat 16 
a.	 SKPDKB dalam hal menerbitkan 

1) jika	 berdasarkan hasil pemeriksaan atau a SKPDKB dalam hal:
 
keterangan lain. pajak yang terutang tidak atau 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau
I 

kurang dibayar:	 keterangan lain, pajak yang terutang tidak 
2)	 jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala atau kurang dibayar:
 

Daerah dalam jangka waktu tertentu dan 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada
 
setelah ditegur secara tertulis tidak Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu
 
disampaikan pada waktunya sebagaimana dan setelah ditegur secara tertulis tidak
 
ditentukan dalam surat teguran; disampaikan pada waktunya sebagaimana
 

3)	 jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, ditentukan dalam surat teguran;
 
pajak yang terutang dihitung secara jabatan. 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi,
 

b.	 SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 
data yang semula belum terungkap yang b. SKPDKBT jika ditemukan data baru danJatau
 
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang data yang semula belum terungkap yang
 
terutang. menyebabkan penambahan jumlah pajak yang
 

c.	 SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama terutang.
 
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak c. SKPDN jika jurnlah pajak yang terutang sama
 
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak besarnya dengan jumlah kredit pajak atau
 

(2)	 Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak
 
SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam
 
a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
 
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) huruf a angka 1) dan angka 2) drkenakan sanksi
 
sebulan dihilunq dari pajak yang kurang atau administratif berupa bunqa seuesar 2% (dud
 
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang
 
(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling
 
terutangnya pajak. lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak
 

(3)	 Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam saat terutangnya pajak.
 
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam
 
huruf b dikenakan sanksi administratif berupa SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 

. ~	 huruf b dikenakan sanksi administratifkenaikan sebesar 100% ..(.seratus persen) dari jumlah berupa
 
kekurangan pajak tersebut. kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari
, 

.___ _	 jumlah kekurangan pajak tersebut. ----'-- _ 



------ - -----------

G 

(1) 

(2) 

I: 1_- -----~
 

Pasai 15 
Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika 
a.	 pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang 

dibayar; 
b.	 dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan 

pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau 
salah hitung; 

c.	 Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa 
bunga dan/atau denda. 

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan 
huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa 
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk 
paling lama 15 (lima belas) bulan seiak saat 
terutangnya pajak 
SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh 
tempo pemb~Iyaran dikenakan sanksi administratif 

(4)	 Kenaikan sebaqaimana dirnaksud pada ayat (3) trdak 
dikenakan jika WaJlb Pajak melaporkan sendiri sebelum 
dilakukan tindakan pernenksaan 

(5)	 Jurnlah pajak yang terutang dalam SKPDKB 
sebaqaimana drrnaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) 
dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 
25'/0 (dua puluh lima persen) dan pokok pajak ditarnbah 
sanksi administratif berupa bunqa sebesar 2% (dua 
persen) sebulan drhitunq dan pajak yang kurang atau 
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 
(dua puluh empat) bulan dihitung seJak saat terutangnya 
pajak 

Pasal ..... 
(1) Sistem dan prosedur pemungutan BPHTB lebih lanjut 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati 
(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi: 
a.	 prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas 

Tanah dan/atau Bangunan; 
b prosedur pembayaran BPHTB; 
c prosedur penelitian SSPD; 
d prosedur pendafatran Akta Pemindahan Hak 

atas Tanah dan/atau Bangunan; 
e. prosedur pelaporan BPHTB;
 
f prosedur penagihan; dan
 
9 prosedur pengurangan. ~f-----

Pasai 17 Pasal 15 disempurnakan 
(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika: dan diubah menjadi Pasal 

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang 17 
dibayar; 

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat 
kekurangan pembayaran sebagai akibat salah 
tulis dan/atau salah hitung; 

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif 
berupa bunga dan/atau denda. 

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam 
STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif 
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap 
bulan untuk palinq lama 15 (lima belas) bulan sejak 
saat terutangnya pajak 

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh 
tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif LI _ 

1. Ditambah 1 (satu) pasal 
yang mengatur 
penetapan Peraturan 
Bupati mengenai sistem 
dan prosedur 
pemungutan BPHTB. 

2. Urutan dan	 penunjukan 
pasal selanjutnya agar 
disesuaikan. 



- ----

7 
-

berupa bunga sebesar -2% (dua perserl)sebulan dan berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulanI 

~@gih melalui S_TPD___ __ . dan ditagih melalui SJ:.PD
u 

BAB VIII Pasal18 
__ 

PENAGIHAN (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo 
Pasal 16 pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang 

(1)	 SPPT, SKPD. SKPDKB, SKPDKBT, STPD'I paling lama 30 (trqa puluh) han kerja setelah saat 
Surat Keputusan Pembetulan, Surat I terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan 
Keputusan Keberatan, dan Putusan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak 
Banding, yang menyebabkan jurnlah pajak (2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan 
yang harus dibayar bertambah merupakan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan 
casar penagihan pajak dan harus dilunasi Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak 
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) yang harus dibayar bertambah merupakan dasar 
bulan sejak tanggal diterbitkan. penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka 

(2)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal 
pembayaran, penyetoran, tempat diterbitkan. 
pembayaran, angsuran, dan penundaan (3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah 
pembayaran pajak diatur dengan Peraturan memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat 
Kepala Daerah memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk 

mengangsur atau menunda pembayaran pajak, 
dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan. 

(4)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, 

I angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur 

Pasal 16 disempurnakan 
dan diubah menjadi Pasal 
18, dengan adanya 
perubahan pasal. maka 
pasal selanjutnya 
menyesuaikan 

k~ I/_~ L	 -l--_dengan Peraturan Bupatl. +-1-----------
u I I"'.euteratan dan
 

Banding
 KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN KEBERATAN DAN BANDING ketentuan Pasal 19 
Bagian Pertama Pasal21 disempurnakan dan diubah 

Keberatan (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya menjadi Pasal 21, kata 
Pasal19 kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas I "Kepala Daerah" diubah 

(1)	 Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya suatu: menjadi "Bupati" dan ayat 
kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk a. SKPDKB; (7) dihilangkan 
atas suatu b. SKPDKBT; 
a. SKPDKB;	 c. SKPDLB; 
b. SKPDKBT;	 d SKPDN; 
c. SKPDLB:	 (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa 
d. SKPDN,	 Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas 

(2)	 Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. I paling lama 3 (tiqa) bulan seiak tanggal surat, I 

(3)	 Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling tanggal pemotongan atau pemungutan II

I I 

l_
 lama 3 (tiga). bulan sejak tangg.al surat. tanggal II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika jl
 

L-__ -----'---_---'--p_em_otongan atau _ pemunguta rl sebagaiman~ Wajib Pajak dapa_~~_t1.lJrlj.LJ_kk_a_n_b_a_h_w_a_",---ja_n--"g,---k_a_,--- _
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I 

dimaksud pada ayat (1), kecuali jika WaJib Pajak 
dapat rnenunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak 
dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya (4)I 

(4)	 Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah 
membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui I 
WaJib Pajak I (5) 

(5)	 Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan 
sebagairnana dimaksud pad a ayat (1), ayat (2), ayat 
(3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat 
Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. (6) 

(6)	 Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan 
oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atau 
tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pas 
tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat 
keberatan. 

F)	 /\pabil8==dtminta Elloh wajib-------pajak wntwk koporlwan 
pengajwankeooratm~, KOl'lala Daorah ataw P-Bj--a-@at 
yang=ditunjblk wajtb=member4kan=kBtefanga~ 

tertulis hal hal )'~~asa+---pe~aa~~--+I__ 
Pasal 22 

(1) 
dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan 
pembayaran pajak atas jumlah yang telah dibayarkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) 

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding 

I ~~~e~~:II~:i~se~l~nS~~~I~fl:~~t~~hp~~I~;II~~n~~~g~uSae~~~u~~ 
empat) bulan. 

(2) 

~4ga 

GtJgatan 
Pasal 23 

(c;j r Gwgatandiajukc@~~ulis €iala-m--------B~ 

mdo-nosia k€paw--f2eAgOOija~ 

+-2+=Jaftgka wokttt==tlf1tuk=mengaJuka~taA=-tej:~adap 

polaksacA.aan ponagihan popk a-dalah 14 (ompat 
ooas) hari sejDk tanggal penaghihan. 

H) ----Ja-n-g-ka-----vv'aktu-lfnt~~aj-l:lkan_gl:.lgataA----ter-haEl8i3 

keputusan lam sefain 9tlgOton -GeOO9@imaA9 I 
dim-ak-&1:td. l'Jada.~ayat-k2Fadajafl~.; o~pulufF)c1'lafi---	 I 

L--~--'---- ~___ wta~gal-Dite#mil=¥epytus,"H+ yang-d~atc	 . 

waktu itu tldak dapat dipenuhi karena keadaa~ 
luar kekuasaannya	 . . I 
Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah 
membayar paling sedikit sejumlah yang telah 
disetujui Wajib Pajak 
Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat 
(3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat 
Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. 
Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan 
oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda 
pengiriman surat keberatan melalui surat pas 
tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat 
keberatan terse but bagi kepentingan Wajib Pajak. 

Pasal 22 diubah menjadi 
Apabila pengajuan keberatan atau permohonan 

Pasal23 
Pasal 23 dan ditambah 

banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, ayat (2) baru Pasal 23 
kelebihan pembayaran pajak atas jumlah yang telah Raperda dihilangkan 
dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
ayat (4) dtkembahkan dengan ditambah imbalan 
bunga sebesar 2%) (dua persen) sebulan untuk I 
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. 
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan 
diterbitkannya SKPDLB. 

_ 
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I 

I 

~angka wa-k--tu----di~da a¥~-4an~~-{31 

tidak-~tkBt capab iIa----taRgkacwaM£l==€lifnaksl~ak 

OOpat==<:l~=kal=Gna I~Gildaan diluar 4<;eklli.lS@an 
~tg@t= 

f@t===P--Bf~nja~angkac=W@kill=-~ebag~jl+1a!<;sud 

~ada=ayat----t41=adalaM 4 (empat bcl-as) ha;HeffittttAg 
sejak befakhim¥5===keadaaFl======dUtlaf==i<:~saafl 

~~ 
€6~·<satu) p8~aksaflaan l@onag-i~atF4 

_____--+-_ (satu) kOptlttt~.oojtikoo1 (satu) Sttffit=Gugatanc _ ------t--
Pembetulan, 
Pembatalan, 
Pengurangan 
Ketetapan, dan 
Penghapusan atau 
Pengurangan 
Sanksi Administrasi 

I I	 I
I I 

L __~ ~_ 

BAS XI BAB XI 
PEMBETULAN, PEMSATALAN, PENGURANGAN PEMBETULAN,PEMBATALAN,PENGURANGAN 

KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU 
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
 

Pasal25
 
(1)	 Atas permohonan Wajib Pajak atau karena 

jabatannya, Kepala Daerah dapat membetulkan 
SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, 
SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya 
terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung 
dan/atau kekehruan penerapan ketentuan tertentu 
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah. 

(2)	 Kopala Daerah dapat: 
a.	 rnengurangkan atau menqhapuskan sanksi 

administratif berupa bunqa, denda, dan kcnaikan 
pajak yang terutang menurut peraturan 
perundangundangan perpajakan daerah, dalam hal 
sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib 
Pajak atau bukan karena kesalahannya; 

b.	 mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau 
SKPDLB yang tidak benar; 

(3)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pengurangan atau penghapusan sanksi administratif 
dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak 
sebagaimana d1maksud pada ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Kepala Daerah. 

PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
 
Pasal 27
 

(1)	 Atas permohonan Wajib Pajak atau karena 
jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, 
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN 
atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat 
kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau 
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

(2)	 Bupati dapat: 
a.	 mengurangkan atau menghapuskan sanksi 

administratif berupa bunqa, denda, dan kenakan 
p3J3k yang terutang menurut peraturan 
perundangundangan perpajakan daerah, dalam 
hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan 
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; 

b.	 mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau 
SKPDLB yang tidak benar; 

c. mengurangkan atau membatalkan STPD; 
d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan I 

pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak 
sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan 

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang 
berdasarkan pertimbangan kemampuan 
membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu 
objek pajak. I 

I (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tat a cara I 
~e_ngurang.§n atau __p~ngh.§pusa_n sanksi I 

1-

I 

- - yatl
sal---

(2) ditambah 25 ayat 
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10 
-~r- administratif dan pengurangan atau pembatalan 

ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) diatur dengan Peraturan Bupati 

BAS XII . - -- ._- BABXTl ._- I Pengembalian 
kelebihan PENGEMBALIAN KELEB/HAN PEMBAYARAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN 
pembayaran dan PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN 
pemeriksaan Pasal26 Pasal26 

I (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak 
mengajukan permohonan pengernbalian kepada dapat mengajukan permohonan pengembalian 
Kepala Daerah. kepada Bupati. 

(2) Kepala	 Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua 
(dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan belas) bulan, sejak diterirnanya permohonan 
pengembalian kelebihan pembayaran Pajak pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 
memberikan keputusan. memberikan keputusan. 

(3) Kepala	 Daerah setelah melakukan pemeriksaan (3) Bupati setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan 
menerbitkan: a SKPDLB, apabila jumlah pajak yang dibayar 
a.	 SKPDLB, apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah pajak yang 

ternyata lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau dilakukan pembayaran pajak yang 
terutang atau dilakukan pernbayaran pajak yang tidak seharusnya terutang; 
tidak seharusnya terutang; b. SKPDN, apabila jumlah pajak yang dioayar sama 

b	 SKPDN, apabila jumlah pajak yang dibayar sarna dengan jumlah pajak yang terutang 
dengan jumlah pajak yang terutang (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

(4)	 Apabila jangka waktu sebaqaimana dimaksud pada . ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati 
ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Kepala I tidak memberikan suatu keputusan, permohonan 
Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianqqap 
pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus 
SKPOLB atau SKRDLB harus drterbitkan dalam jangka diterbitkan dalarn jangka waktu paling lama 1 (satu) 
waktu paling lama 1 (satu) bulan.	 bulan. 

(5)	 Apabila Wajib Pajak rnempunyai utan.g Pajak .Iainnya, (5) Apabila Wajib Pajak rnempunyai utang Pajak 
kelebihan pembayaran Pajak sebaga~mana dirnaksud lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana 
pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan 
melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut. untuk rnelunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut. 

(6)	 Pengembalian . kelebihan pembayaran. Pajak (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 
sebaqairnana dirnaksud pada ayat (1) dliakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
d~larn jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak dalarn jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 
dlter~ltkannya SKPDLB, . . diterbitkannya SKPDLB. 

(7)	 Apabila penqembalian kelebihan pembayaran Pajak (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 
dilakukan seteiah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah rjiI81<111<'~n c;ptpl:'lh Ip\~lrlt ') (rill;:) bulan Bupati 
m~mberikan !mba!a~ bunga se?e~ar 2°/~ (~ua _per~en) I mernberikan irnbalan bunga sebesar 2% (dua 
seoulan atas keterlarnbatan pernbayaran kelebthan persen) sebulan atas keteriambatan pembayaranI 

pembayaran Pajak.	 . ~__kelebiha!"ljJembaya!_~Pajak .__ 

Pasal 26, Pasal 27 dan 

Pasal 28 kata "Kepala 
Daerah' diubah menjadi 
"Bupati" 

I 



11 

Kedaluwarsa 
Penagihan 

9 

Pasal27	 1·-- --- Pasal27 
(1 )	 Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran (1) Permohonan penqembahan kelebihan pembayaran
 

pajak diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah pajak diajukan secara tertulis kepada Bupati
 
sekurang-kurangnya dengan menyebutkan sekurang-kurangnya dengan menyebutkan
 
a nama dan alamat Wajib Pajak: a nama dan alarnat Vvajib Pajak;
 
b. masa pajak	 b rnasa pajak. 
c. besarnya kelebihan pernbayaran pajak:	 c. besarnya kelebihan pembayaran pajak; 
d. alasan yang jelas	 d alasan yang jelas 

(2)	 Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
 
pajak disampaikan secara langsung atau melalui pos pajak disampaikan secara langsung atau melalui
 
tercatat. pas tercatat.
 

(3)	 Bukti penerimaan aleh pejabat daerah atau bukti (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti 
pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat pengiriman pos tercatat rnerupakan bukti saat 
permohonan diterima oleh Kepala Daerah. permohonan diterima oL~_h Bupati.__ \-- ---j 

I Pasal28 Pasal28 
I (1)	 Atas pengajuan keberatan dan permohonan (1) Atas pengajuan keberatan dan permohonan
 

pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Kepala pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Bupati
 
Daerah atau pejabat yang ditunjuk melakukan atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan
 
pemeriksaan. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 

(2)	 Pemeriksaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) adalah pemeriksaan kantor dan/atau pemeriksaan
 
adalah pemeriksaan kantor dan/atau perneriksaan lapangan.
 
lapangan.
 

BAB XIII Judul BAB XIII diubah dan 
KADALUWARSA 

BAB XIII 
KEDALUWARSA PENAGIHAN ditambah ayat (3), ayat (4) ./ 

Pasal29 I Pasal31 dan ayat (5) baru 
(1)	 Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi I (1) Hak untuk melakukan penaqihan pajak menjadi 

kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun 
terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali jika 
Wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang 
pajak. 

(2)	 Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: 
a.	 diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa: atau 
b	 ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, 

baik langsung maupun tidak langsung. 

kedaluwarsa setelah rnelarnpaui waktu 3 (tiga) 
tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, 
kecuali jika Wajib pajak melakukan tindak pidana di 
bidang pajak. 

(2)	 Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: 
a.	 diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; 

atau 
b.	 ada pengakuan utang pajak dan Wajib Pajak, 

baik langsung maupun tidak langsung. 
(3)	 Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat 

Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
::l kpr!r:lIIIW;:USr:l rpnrlgihr:ln dihitunq seiak tanqqal I 

-	 I. diterirnanya Surat Paksa tersebut. 

i (4) penga. kua.n utang pajak seca.ra langsung I 
L-__	 ___~_seb?gaimana ~imaksud fJ.?.9a ayat (2) huruf b ~ ._. _ 
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I 

Ditambahkan 1 (satu) 
pasal rnenqenai 
piutang yang tidak 
dapat ditagih sesuai 
Pasal168 UU No. 28 
Tahun 2009. 

2. Urutan dan penunjukan 
pasal agar 
disesuaikan. 

10 Ketentuan Pidana 

I 

I ..... 
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BAS XVI BAS XVI
 
PENYIDIKAN PENYIDIKAN
 

Pasal35	 Pasal35 
I (1)	 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil terientu di 
I	 lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang . 

khusus sebagai Penyidik untuk melakukan khusus sebagai Penyidik untuk melakukari i 
penyidikan tindak pidana dl bidang perpajakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan 
Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Hukurn Acara Pidana. dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik	 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) Penyidik sebagairnana dimaksud pada ayat 
adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu 
lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat 
oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangundangan. ketentuan peraturan perundangundangan. 

(3)	 Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah: pada ayat (1) adalah: 
a.	 menerima, mencari, mengumpulkan, dan a. menerima, mencari, rnengumpulkan, dan 

meneliti keterangan atau laporan berkenaan meneliti keterangan atau laporan berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang perpajakan dengan tindak pidana di bidang perpajakan 
Daerah dan Retribusi agar keterangan atau Daerah dan Retribusi agar keterangan atau 
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan laporan tersebut rnenjadi lebih lengkap dan 
jelas; jelas; 1 

b. meneliti, mencari, dan mengurnpulkan b. meneliti, mencan, dan mengumpulkan I 

keterangan mengenai orang pribadi atau keterangan rnenqenai orang pribadi atau 
Badan tentang kebenaran perbuatan yang Badan tentang kebenaran perbuatan yang 
dilakukan sehubungan dengan tindak dilakukan sehubungan dengan tindak 
pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; 

c.	 meminta keterangan dan bahan bukti c. meminta keterangan dan bahan bukti dari 
dari orang pribadi atau Badan orang pribadi atau Badan sehubungan 
sehubungan dengan tindak pidana di dengan tindak pidana di bidang 
bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; perpajakan Daerah dan Retribusi; . 

d. memeriksa buku, catatan, dan	 dokumen d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen 
lain berkenaan dengan tindak pidana di lain berkenaan dengan tindak pidana di 
bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; bidang perpajakan Daerah dan 

e.	 melakukan penggeledahan untuk Retribusi: 
mendapatkan bahan bukti pembukuan, I e melakukan penggeledahan untuk I 

! 
1_-	 ___-----.1- pen~ata!~.n, ~_an dokumen _I~~~~~~J _ meEldapat~an ~a~ClI1_ b_Llktl pembUkl/an,j 

i 
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melakukan penyitaan terhadap bahan 
bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana 
di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang 
seseorang meninggalkan ruangan atau 
tempat pada saat pemeriksaan sedang 
berlangsung dan memeriksa identitas orang, 
benda, dan/atau dokumen yang dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan 
tindak pidana perpajakan Daerah dan 
Retribusi; 

i. memanggil orang untuk didengar 
keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 

j.	 menghentikan penyidikan; dan/atau 
k.	 melakukan tindakan lain yang perlu untuk 

kelancaran penyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan Daerah dan Retribusi 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Penyidik sebagaimana	 dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi 
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. 

11 I Tanggal Mulai Pasaloo 
Berlakunya Peraturan Daerah 

Jarn4~~ 

I 
I 
I 

I t __ 

pencatatan, dan dokumen lain, serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan 
bukti tersebut: 

f. rnerninta bantuan tenaga ahli dalarn rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana 
di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi: 

9 rnenyuruh berhenti dan/atau melarang 
seseorang meninggalkan ruangan atau 
tempat pada saat pemeriksaan sedang 
berlangsung dan memeriksa identitas orang, 
benda, dan/atau dokumen yang dibawa; 

h. rnemotret seseorang yang berkaitan dengan 
tindak pidana perpajakan Daerah dan 
Retribusi; 

i. memanggil orang untuk didengar 
keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk 

kelancaran penyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan Daerah dan Retribusi 
sesuai dengan ketentuan peraturan _ 
perundang-undangan. I 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
Penuntut Urnurn melalui Penyidik pejabat Polisi 
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. 

----------+-~ 

Pasal ..... 
ini mulai berlaku pada tanggal '* Peraturan Daerah ini mulai berlaku 

diundangkan. 
pada tanggal 

1. Disempurnakan, 
karena tanggal 
berlakunya Perda 
tidak dapat berlaku 
surut. 

I 2. _ ~rutan dan 
I periunjukan pasal agar 
L disesuaikan 
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Pcnetapan dan Ditetapkan di Brabasan 
pengundangan pada tanggal 2010 

PENJABAT BUPATI MESUJI, 

RUSWANDI HASAN 
Diundangkan di Brabasan 
padatanggal 2010 

SEKRETARIS KABUPATEN MESUJI 

Drs. AGUS SALIM, M.AP 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19550615 198011 1 003 

13 I Penjelasan 1_ 

-

Ditetapkan di Brabasan	 Penetapan dan 
pengundangan Peraturanpada tanggal 2011 
Daerah disempurnakan, 
nama pejabat yangPENJABAT BUPATI MESUJI. 

I menetapkan dan 
mengundangkan tanpa 
gelar, pangkat,NIP dan 
tidak memakai garis

Diundangkan di Brabasan bawah. 
padatanggal 2011 

SEKRETARIS KABUPATEN MESUJI, 

-

Pada kalimat "UMUM" dan. 
kalimat "PASAL DE~; 

_______.L,__ '___ I ~~~~~; ~;~~ul~kan an9~ 

GUBER 

I 


